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Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;  

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06                   

Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,                  

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 

2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; 

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor: 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi 

Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan 

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; 

Memperhatikan : Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum 

Republik Indonesia Nomor 110/HK.03.1-SD/05/SJ/I/2019 

tanggal 21 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim 

Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan 

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 

KALIMANTAN BARAT TENTANG TIM REFORMASI 

BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019.  

KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019. 

  

KEDUA: . . . 
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